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TEITTAITG
PEIIEIAPAII BESARTYYA IIIL/U JUAL OB,EK pArAK (I{JOpl

PAJAI( BT'uI DAIY BAITGI'IYAIY PERKOTAAIT DAIT PEDESAAIV
(PBB-P2l

KABT'PATEN KONAIPE SELATAN

Mealmbang

DEI|GAI| RAIIUAT TI'HAI| YAIfG UAHA ESA

BI'PATI KOITAWE SEL/ITAI| ,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf
j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan

bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/ kota;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan

Perdesaan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan

serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur

ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Selrtor

Perkotaan dan Perdesaan dalam Peraturan Bupati

Konawe Selatan ;
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c bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi

masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Bumi

dan Bangunan di Kabupaten Konawe Selatan

dibutuhkan Payung hukum sebagai landasan

operasionalisasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan

Besarnya Nilai JuaI Objek Pajak ( NJOP ) Pajak Bumi

dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten

Konawe Selatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Tahun 1981

Nomor 76 Tambahan kmbaran Negara Nomor 3029);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (kmbaran

Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3O91) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO

(l,embaran Negara Tahun 2OOO Nomor 129

Tambahan kmbaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002

Nomor 27 Tambahan kmbaran Negara Nomor 4189);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( t embaran

Negara tahun 2OO9 Nomor 13O Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5049 )

Undang - Undang Nomor 12 tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraruran Perundang - Perundangan

( lembarab Negara Tahun 2011 Nomor 82

Tambahan lembaran Negara Nomor 5243 )

d

Menglngat l.

2.

3.

4.

5.
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6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintah Daerah ( kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan

kmbaran Negara republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2Ol5

tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah

Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36

Tambahan kmbaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 20OO

tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Tahun 2OOO Nomor 135 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4O49);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang

Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun

2OO7 tentang Pengawasan Perubahan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun

2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor

1O Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe

Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Tahun 2OO7 Nomor 1O);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor

: 19 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah kabupaten Konawe Selatan (lembaran

Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2013

Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten

Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 23 )

17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor

8 tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

(kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2016 Nomor 8 );
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Menetapkan : PERATIIRAN BUPATI TENTANG PEITETAPAIT
BESARITTA ilILtU JUAL OBJEK pA^rAK ( IfJOp I
PA'AIT BIIMI DAIT BANGI'ITAN PERDTSAAN DAIT
PERI(OTAAI{ KABI'PATET KOITAWE SELI\TAIT

BAB I
I{ETETTUAIT I'UUU

Palal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan;

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kabupaten Konawe Selatan;

4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Konawe Selatan;

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagl sebesar-besarnya
kemakmuran ra\yat;

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi
dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatlan oleh orang pribadi atau Badan untuk
sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan;

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota;

6

7

5

MEMUTUSKAN:



8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan
pedalaman dan/ atau laut;

9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
dapat dikenakan Pajak;

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

12. Tahun Pajak adalah jurrgka wal,rtu yang lamanya I (satu)
tahun kalender;

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak,
atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah;

14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah;

15 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan yang terutang kepada Wajib Paja;.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang;

17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah;
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18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar;

19 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda;

22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesa-lahan tulis, kesalahan hitung,
dan/ atau kekeliman dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan;

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak
Temtang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah kbih
Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

24. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu
keputusan yang dapat di4jukan banding berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpanjakan yang
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berlaku;
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak;

26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya;

27. Perlreriksaan addah serzrngkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;

28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya;

29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk
menarnpung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;

BAB II
IYAUA, O&TEK, SUB"'EK DAN WA.'IB PA"'AK

Pasal 2
Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan PBB-P2 dipungut
pqiak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah Bumi dan / atau Bangunar yang dimiliki, dikuasai,
dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan
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kecuali, kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks
bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya,
yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks
bangunan tersebut;

b. kolam renang;
c. pagar mewah;
d. tempat olahraga;
e. galangan kapal, dermaga;
f. taman mewah;
g. tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa

minyak; dan
h. menara-

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan
Bangunan adalah objek pajak yang :

a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan
wisata, ta-man nasional, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsuiat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga
internasional yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp.I0.OOO.O0O,0O (Sepuluh juta
rupiah) untuk setiap wajib Pqiak.
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b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan
umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan
dan kebudayaaa nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbalala,
atau yang sejenis dengan itu;



Pasat 4
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badal yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki,
menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasd 5

(1) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau
memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

(2) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib
Pajaknya, Kepala Daerah dapat menetapkan subjek pajak
sebagai Wajib Pajak

(3) Subjek pajat( yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat l2l dapat memberikan keterangan secara tertulis
kepada Kepala Daerah bahwa ia bukan Wajib Pajak
terhadap objek pajak dimaksud.

(4) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajat<
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, maka
Kepala Daerah membatalkan penetapan sebagai wajib
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam jangka
waktu I (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan
dimaksud.

(5) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka
Kepala Daerah mengeluarkan keputusan penolakan
dengan disertai alasan-alasannya.

(6) Apabila setelah janeka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka
keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan
Kepala Daerah segera membatalkan penetapan sebagai
wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

BAA III
DASAR PEI|GEITA.AIT, TARIT'DAIT CARA UEITCEITI,IIG PA'AI(

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP.
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(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimalsud pada ayat (l)
ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak
tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
perkembangan wilayahnya.

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk NJOP sampai dengan Rp.5O0.OOO.OOO,O0 (lima
ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma
satu persen) per tahun;

b. untuk NJOP diatas Rp.5OO.OOO.OOO,O0 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp. I.OOO.0OO.OOOOO (satu milyar
rupiah) ditetapkan sebesar O,2 o/o (rrol koma dua persen)
per tahun.

c. untuk NJOP diatas Rp.f.OO0.OO.OOO,O0 (satu milyar
rupiah) ditetapkan sebesar O,25 o/o (nol koma dua lima
persen) per tahun.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) setelah dikurangi Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4).

BAB IV
WII.AYAII PEUI'NGUTAN

Pasal 9

L,etak obyek pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak terutang
adalah di wilayah daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BI.B V
UASA PA'AI(

Pasal 10

(l) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut
keadaan objek pajak pada tanggal I Januari.

(3) Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31
Desember pada tahun berkenaan.
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BAB VI
PEITDATAAJT DAII PEI|ETA.PAJT PA"'AI(

Pasd 11

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan
disampaikan kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 3O
(tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh
Subjek P4iak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan
pelaporan Objek Pajak sebagaislsl4 dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal l1
ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan SPPI.

(2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal
sebagai berikut :

a. apabila SPOP sebagaimana dimalsud dalam Pasal 1l
ayat (21 tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak
ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran;

b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain ternyata jurnlah pajak yang terutang lebih besar
dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang
disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB VII
PEUInTGUTAIT PA"'AK

Baglan Keratu
Tata Cara Pcnuagutan

(1) Pemungutan
diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang
berdasarkan SPPT atau SKPD.

Pasal 13

Pajak Bumi dan Bangunan dilarang
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Pssal 14

(l) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, SKPDN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (21 serta Pasal
L4 ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan
penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, SKPDN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14
ayat (1) diatur dengan Peraturan KepaJa Daerah.

Begiaa Kcdua
aunt Taglhan Pqirt

P.!.I fs
(l) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga dan/ atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah
dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 o/o (dua
persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (Iima belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 Vo (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui
STPD.

lrgtaa Ketiga
Tatr Cara Pemba5zaran &n Peaaglhaa

Pasal 16

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPP[, SKPD, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan dan putusan banding yang tidak
atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat
ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
KebOrataa daa Benrttrrg

Pasal 17

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
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A. SPPT;
b. SKPD;
c. SKPDKB;
d. SKPDKBT;
e. SKPDLB; dan
f. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan -alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanegal surat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib
Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3) dan ayat (4) tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh
Kepa.la Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda
pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat
sebogai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasel f8
(l) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus
memberi keputusan atas keberatan yang diqjukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau
menambah besarnya pajak yarrg terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

L4



Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan
penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Pasal 20

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan I (satu) bulan sejak
tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasel 2l
(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2o/o ( d:ua persen ) setiap bulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat bulan).

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 5O% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 5O% (lima puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 1OO% (seratus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.
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Baglan Keltma
Peabctulaa, Penbetalan, Pengunagan Ketetapan, daa
Penghapusan atau Pengurangan tlanlsi adnlntctratlf

Pasal22
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,

Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan
hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Daerah dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak
yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya;

BAB VIII
PEIYGEUBALIAN XELEBII{AN PEUBAYARAI{

Pasd 23

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala
Daerah.
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b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
tidak benar;

c. mengur€rngkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak
yang dilaksanal<an atau diterbitkan tidak sesuai dengal
tata cara yang ditentukan;

e. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak
terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam
atau sebab lain yang luar biasa.

f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak; dan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.



(21 Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), harus memberikan keputusan.

(3) apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang Pajak tersebut.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (U dilakukan da.lam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan
imbalan bunga sebesar 2Yo (dua persen) setiap bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB IX
XEDALT'WARSA PEI|AGIHAJ{

Palal 24
(1) Haf< untuk melakukan penagihan Pajak menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
pen^g'han dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

L7

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian
kelebihan pembayaran pqiak sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.



(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasd 25
(l) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan
Piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta,tz- cara penghapusal
piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
PEUTRIXSAAI|

Pasal 26

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
rualgan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan
Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB XI
IIf SEITTIF PEUTINGUTAN

Pasal2T

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian
kine{a tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman
pada peraturan penrndang-undangan yang berlaku.

BAB XII
XETEITTUAI| ITHUSUS

Pasal 28

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(21Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi
atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/ atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah untuk memberikal keterangan kepada
pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan
bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak
yang ditunjuk.
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(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam
perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai
dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata,
Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan
dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib
Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus menyebutkan narna tersangka atau nama tergugat,
keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana
atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang
dfuninta.

20

BA.B XIII
XETEI{TUAJT PEITfi DII(A.IT

Pasal 29

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk
melaksanakan penldikan tindak pidana pelanggaran
Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugas mempunyai wewenang :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpaj akan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah;



I. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorzrng
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorzrng yang berkaitan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/ atau

k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB:(IV
KBTENTUA.IT PIDA.ITA

Pasaf 3(}

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
memgikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang
yarrg tidak atau kurang dibayar.
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Pasal 31

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak
yang bersangkutan.

Pagal 32

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan pidala denda paling banyak
Rp.4.OOO.OO0,OO (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (i) dan
ayat (21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2
(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.
1O.0OO.0OO,0O (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21 hanya dilakukan atas pengaduan
orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut
kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib
Pajak, karerra itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
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BAB X\T
X TEIITT'A'I PEI{UTI'P

Patal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal q - { - 20 l}
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengaa penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASi Ditetapkan di 1o
INSTANSI pada 7-q- 2ot7

*

Vh' RD

SELI\TAN,

4. KAEAG HUKUM

t
\.

.)
DII{ DAilEGA

Diundangkan di Andoolo
Padatanggal U,\ -u{ 2Ol7
SEXRETARIS DAER.AII XABT'PATEN KOITAWE SELIITAN

Ir SA'A,rG .si
Pemblna Utana Muda.Gol.IV/ c
Ittp.19620730 194901 I OO1

BERITA DAEIIAII I(ABUPATEIT KOI|AWE SELATAN
TAIIIN 2OlT rfOfOR 0g
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PEITDAf,"TARAN OBJEK PA"IAI(

A. Ganbaral Unun
Dalam prosedur pendaftaran objek pajak ini, wajib pajak merupakan

pihak yang secara aktif meregistrasikan objek pajaknya sendiri. Proses
pendaftaran dilakukan melalui fungsi pelayanan di Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah yang kemudian akan meneruskan data dari wajib
pajak ini ke fungsi pendataan.

B. Plhal Tertalt
1. Wajib pajak

Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/ atau
bangunan.

2. Fungsi pelayanan
Merupakan pihak yang menlapkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(SPOP) sebagai media wa,iib pajak mendaftarkan objek pajak mereka.
Fungsi pelayanan akan memproses registrasi objek pajak yang dilakukan
wajib pajak hingga meneruskan data tersebut ke fungsi pendataan.

3. Fungsi pendataan
Merupakan pihak yang menerima data mengenai objek pajak yang
didaftarkan wajib pajak melalui fungsi pelayanan. Fungsi pendataan juga
akan melakukan tindak lanjut jika SPOP bermasalah. Kemudian, data
yang telah diperiksa akan disimpan baik dalam arsip maupun basis data.

Q. tgngtrah-La-Ebt Teknls

Laaglah I
Fungsi pelayanan mempersiapkan SPOP, tanda terima penyampaian

SPOP (dua lembar) serta tanda terima pengembalian SPOP (dua lembar).
Kemudian, fungsi pelayanan akan menyediakan dokumen-dokumen
tersebut di tempat pengambilan yang telah ditentukan; fungsi pelayanan
sendiri dan/ atau bank/ kantor pos yang ditunjuk.

LATPIR^r I PERATI'RTT BI'PATI KOIIAITT SELIITAT
IfOUOR . 0g '(awa 2Ol7
TAIf(rcAL: o9.>V- 2Ol7
TEITTAISG : PEI{ETAPAJT BESARIIYA IYIL/U JUAL OB,EK

PArAr( (nJopl PA,AI( BrrUI DAII BArfcIrrAIf
PEnroTAff DArr PERDESAAI| (PBB-P2I
KABI'PATET KOIIAIIE STLITTAI|
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Iatlglah 2
Wajib pajak mendatangi salah satu tempat pengambilan yang telah

ditentukan untuk mengambil SPOP. Ketika mengambil SPOP, wajib pajak
harus menandatangani kedua lembar tanda terima penyampaian SPOP.

Lembar pertama dokumen ini akan disimpan oleh wajib pajak sementara
lembar keduanya disimpan dalam arsip fungsi pelayanan.
Laagtsah 3

Wqiib pajak mengisi dan mengemba.likan SPOP. Fungsi pelayanan
memberikan tanda terima pengembalian SPOP untuk ditandatangani wajib
pajak. Lembar pertama akan diberikan kepada wajib pajak sedangkan yang
kedua disimpan dalam arsip fungsi pelayanan.

Lalgtah 4

Fungsi pelayanan menyiapkan daftar penyampaian dan pengembalian SPOP
untuk mengontrol diterimanya SPOP oleh wajib pajak yang ingrn
mendaftarkan objek pajaknya. Selain itu, pengembalian SPOP yang telah
diisi oleh wajib pajak juga terpantau dengan adanya daftar ini.

Langhah 5

Fungsi pelayanan menyerahkan SPOP yang telah diisi ke fungsi pedataan
untuk diteliti. Jika SPOP bermasalah, fungsi pendataan akan melakukan
penelitian lapangan dan merevisi SPOP tersebut tetapi jika tidak, SPOP
dapat langsung disimpan ke dalam arsip serta basis data SPOP. Yang
bermasalah juga akan disimpan ke dalam arsip dan basis data SPOP setelah

,

5
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LAUPlnAil II PERATIIRAI{ BT'PATI KONAWE SELIITAI{
IfouoR . 2{J17
TAIIGGAL : 2Ol7
TEI{TAI|G : PEI|EfAPAII BEAARI$YA MLIU JUAL OBrEK

PA,AI( (IfJOPl PA.'AI( BI,UI DAII BAIIGITTAII
PERKOTAAIT DAII PERDESAAIT (PBB-Prll
KABI'PATEI| XOITAWE SEI.ATAil

PENDATAAN OBJEK PA"'AK

A. GAUBARAN IITUU
Dalam prosedur pendataan objek pajak ini, fungsi pendataan Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mengumpulkan d,ata objek pajak
secara langsung ke lapangan. Fungsi pendataan secara aktif melakukan
berbagai hal seperti persiapan, pekerjaan lapangan, hingga
mendokumentasikan data - data tersebut bersama fungsi pengolahan data.

B. PIHAK TERXAJT

I. VAJIB PA^IAI(
Merupakan pihak yang memiliki objck pajak berupa tanah dan/ atau
bangunan.

2. rI,ITGSI PEI|DATAAT
Merupakan bagran dari organ Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
yang mengumpulkan data objek pajak langsung ke lapangan. Tahapan yang
dilakukan mulai dari persiapan pengambilan data ke lapangan hingga
penyimpanan data - data yang berhasil diperoleh ke dalam arsip.

3. APARAT DESA/TTELT'RAIIAIT
Aparat desa membantu fungsi pendataan untuk memberikan stiker nomor
objek pajak (NOP) dan SPOP kepada wajib pajak serta mengembalikan SPOP
yang telah diisi wajib pajak kepeda fungsi pendataan.

4. I"I'f,GSI PEIY(X)I,AHAIT DATA
Salah satu fungsi dalam Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini
akan merekam data - data objek pajak dari fungsi pendataan ke dalam
basis data.

C. LATGKAII - IAI|GTAH TEXI{IS

I.ATGKAII 1

Fungsi pendataan melakukan penelitian pendahuluan sebelum hrrun ke
lapangan dan mengumpulkan data mengenai objek pajak secara langsung.
Data dan informasi yarrg diperoleh dari penelitian pendahuluan terdiri dari



luas wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan PBB, luas tanah
dan bangunan yang sudah dikenakan PBB, jumlah penduduk, serta jumlah
wajib pajak yang sudah terdaftar.

LIINGXAII 3
Langkah ini mempakan pekerjaan lapangan untuk memperoleh data objek
pajak. Bersamaan dengan langkah ini, fungsi penilaian melakukan
pekerjaanya (dijelaskan dibagian penilaian). Terdapat 4 alternatif untuk
memperoleh data wajib pajak, yaitu :

3.1 Menyampaikan dan Memantau Pengembalian SPOP
- Fungsi pendataan membuat sket/ peta blok berdasarkan sket, peta

desa/ kelurahan. Sket/ peta blok ini kemudian akan digunakan
untuk membuat sket letak relatif bidang objek pajak dan kelengkapan
administrasi, fungsi pendataan akan memiliki daftar sementara daftar
objek dan subjek pajak serta sket letak relatif bidan g. Daftar
sementara data objek dan subjek pajak ini akan disimpan didalam
arsip.

- Fungsi pendataan akan memberi nomor objek pajak (NOP) terhadap
objek pajak yang didata dan juga mengedintifrkasi kumpulan objek
pajak tersebut berdasarkan batas rukun tetangga (RT) dan rukun
warga (RW).

3.2 Mengukur Bidang Objek Pajak.

- Berdasarkan sket, peta desa/ kelurahan serta sket relatif bidang,
fungsi pendataan mengukur batas - batas objek pajak dan
menempelkan stiker NOP di bangunan yang sudah diukur.

- Fungsi pendataan akan mengisi SPOP berdasarkan data objek pajak
yang telah diukur lalu menyerahkan SPOP tersebut kepada wajib
pajak.

- wajib pajal mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka kemudian
menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan
mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.

LII.ITGKAH 2
Fungsi pendataan men)rusun rencana kerja berdasarkan data dan informasi
tersebut. Rencana kerja ini digunakan untuk men5rusun organisasi
pelaksana pengumpulan data objek pajak dilapangan. Setelah itu, fungsi
pendataan akan menyediakan sket, peta desa/kelurahan dan sarana
pendukung.



3.3 Mengidentifikasi Objek Pajak
- Berdasarkan sket, peta kelurahan serta sket relatif bidang, fungsi

pendataan mengidentifikasi data objek pajak dan memberi NOP
berdasarkan data tersebut.

- Fungsi pendataan mengisi data objek pajak dan w4jib pajak pada
SPOP kemudian memberikan SPOP yang telah diisi tersebut kepada
wajib pajak untuk dikonfirmasi.

- Wqiib pajak mengecek data yang telah diisikan pada SPOP mereka
kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak
al<an mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.

3.4 Memverifikasi Data Objek Pajak
- Berdasarkan sket, peta desa/ kelurahan serta relatif bidang, fungsi

pendataan meneliti dan atau tidaknya perubahan data mengenai
objek pajak terkait. Jika tidak ada, fi.rngsi pendataan akan menyalin
data yang tersedia ke SPOP. Jika ada perubahan, maka fungsi
pendataan akan melakukan revisi terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP
yang telah diisi, baik dengan data lama yang tidak berubah maupun
data baru hasl revisi, akan diserahkan ke wajib pajak.

- Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SOP mereka kemudian
menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan
mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.

LIII|GNAII 4

Fungsi pendataan memberi kode ZNT berdasarkan SPOP yang telah diisi.
Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT ini akan diteliti dan
diarsipkan. Kegiatan meneliti SPOP sendiri terdiri dari melengkapi SPOP
yang belum lengkap lalu mencocokan SPOP yang sudah lengkap dengan
sket/ peta blok/ ZNT.

LIINGKAH 5

Berdasarkan data pasar, daftar biaya komponen bangunan (DBKB), peta
blok, SPOP, serta net konsep sket/ peta ZNT, fungsi pendataan akan
meneliti data-data masukan ini kemudian menyerahkanya ke fungsi
pengolahan data.



LIINGKAH 5

Fungsi pengolahan data menyimpan data - data ini ke dalam basis data
mereka lalu mengembalikan dokumen - dokumen aslinya ke fungsi
pendataan. Fungsi pendataan kemudian akan menyimpan dokumen -
dokumen ini kedalam arsip yang sesuai.
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LIIUPTRAIT III PERATI'RTT BT'PATI KOIIAWE SELIITAJ|
ITOUOR . 2OL7
TATGGAL : 2Ol7
TEI{TAITG : PEITEf,APAIT BESARITYA IIILIU JUAL OBIEK

PArArr (rfJopl paIAI( BIrUI DArt BAnGuIfAr
PERr(OTAAr| DAr PERDESAAT| IPBB-P2}
ISBIIPATEIT KOITAWE SELATAT

PEITULIUAN OR'EK PA"'AK

A. GAIBARAN I'UUU
Dalam prosedur penilaian objek pajak ini, fungsi penilaian Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah akan menilai objek pajak, baik yang
didaftarkan oleh wajib pajak sendiri maupun yang didata oleh fungsi
pendataan. Untuk menilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan ini,
fungsi penilaian dapat menilai secara massal maupun individual.

B. PIHAK TERKAIT

1. FUT{GSI PENILAIAN

Merupakan bagian dari organ Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah yang mengumpulkan data objek pajak langsung kelapangan.
Tahapan yang dilakukan mulai dari persiapan pengambilan data
kelapangan hingga penyimpanan data-data yang berhasil diperoleh ke
dalam arsip.

Fungsi pendataan adalah pihak yang menyerahkan SPOP ke fungsi
penilaian agar objek - objek pajak yang terdata dapat dinilai.

C. I,ANGKAII - I,ANGKAH TEKNIS

Untuk penilaian massal, ada tiga macarn penilailan yang dapat
dilakukan, yaitu penilaian massal tanah, penilaian massal bangunan
dengan daftar biaya komponen bangunan (DBKB) objek pajak standar dan
juga daftar biaya komponen bangunan (DBKB) objek pajak non standar.
Berikut penjelasannya.

C. 1. 1 PEIYIL.IIIAIY MASSAL TAITAII

LTNGKAH 1

Fungsi penilaian mempersiapkan dokumen - dokumen yang
diperlukan untuk menilai tanah secara massal. Dokumen - dokumen ini
terdiri dari peta wilayah, peta desa/ kelurahan. Peta blok, peta ZNT, ZNT

2. FUNGSI PEI{DATAAN



lama, data nilai indikasi rata -rata (NIR), data dari laporan notaris/
PPAT, data potensi pengembangan wilayah serta data jenis pembangunan
tanah.

L.ANGKAH 2

Fungsi penilaian mengumpulkan data harga jual tanah untuk
menentukan nilai pasar wajar. Nilai pasar wajar ini akan digunakan
fungsi penilaian untuk menentukan nilai pasar tanah permeter persegi.

T,ANGI(III 3

Fungsi penilaian membuat batas imanijer zr:lrla nilai tanah (ZNT
untuk membuat batas imajiner zona nilai tanah (ZNT) untuk membuat
konsep peta. ZNT dengan batas imanijer. Konsep peta ini akan digunakan
untuk menganalisis data penentuan NIR.

LAI{GKAH 4

Fungsi penilaian membuat peta ZNT akhir yang akan digunakan
untuk menyiapkan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi. Daftar NJOP bumi
merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai
salah satu komponen dalam menghitung PBB terhutang.

C.1.2 PEITII..AI ,It UASS/TL BAITGI'I{AIf DEITGAIT DBKB O&'TK PA.IAI(
STAITDAR

LIIIGI(III l
Fungsi penilaian membuat volume jenis pekerjaan serta data

harga satuan peke{aan dalam rangka menJrusun rencana Ernggaran

biaya bangunan.

L/INGI{AII 2
Setelah memiliki biaya dasar total bangunan, fungsi penilaian
menghitung biaya dasar keseluruhan bangunan untuk mendapatlan
DBKB objek pajak standar.
LIII|GKAII3

Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan standar. NJOP

bangunan standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan

digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB

terutang.



C.1.3 PEIILAITJC TASSAL BAITGI'IIAJ| DEITGAI| DBXB OB'EK PA"'AI(
lfoN grArD

I'NGI(AII 2
Berdasarkan daftar nilai komponen utma bangunan, daftar nilai

komponen material bangunan, serta daftar nilai komponen fasilitas
bangunan tersebut, fungsi penilaian membuat DBKB objek pajak non
standar.

LAI|GI(AII 3
Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan non standar.

NJOP bangunan non standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP
ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung
PBB terutang.

Sementara itu, penilaian individual memiiki tiga jenis pendekatan, yaitu
pendekatan data pasar (untuk pasar), pendekatan biaya (untuk tanah
dan bangunan) dan juga pendekatan kapitaliasi pendapatan. Berikut
penjelasannya.

C.2.1 PENILAIAIT DEIYGA"II PENDEKATAI{ DATA PASAR

LIIITGKAII 1

Fungsi penilaian melakukan persiapan kegiatan menilai objek
pajak, membuat rencana kerja serta menyiapkan dokumen - dokumen
pendukung seperti SPOP dan lembar kerja objek khusus (LKOK).

LANGKAII 2

UIITGKATI 1

Fungsi penilaian menyusun daftar komponen bangunan untuk
menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai komponen material
bangunan, serta nilai komponen fasilitas bangunan.

Fungsi penilaian mengumpulkan data pasar tanah dan
membandingkannya dengan objek p4iak terkait. Jika selisihnya kurang
dari lO% terhadap NIR, fungsi penilaian akan menggunakan NIR
sebagai dasar penetapan PBB. Namun, jika selisihnya lebih dari l0%,
fungsi penilaian akan membuat rekomendasi NIR untuk penilaian
periode berikutnya.

LIIITGI(AII 3
Fungsi penilaian menentukan NJOP bumi. NJOP bumi

merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai
salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang.



c.2.2 PBmLATAT DEr{GArr PETDEKATAIT BIAYA (UIfTt r( TAI|NT DAJ|
BAXGT'ITAITI

LIINGKAII 1

Fungsi penilaian melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan
LKOK objek pqiak terkait. Untuk tanah, penilaian yang dilakukan sama
dengan pada tahap penilaian dengan pendekatan data pasar.
Sementara itu, untuk bangunan, fungsi penilaian perlu menghitung
nilai perolehan baru bangunan terkait lalu dikurangi nilai penyusutan.

II\NGXAH 2

Fungsi penilaian menentukan NJOP, baik untuk bumi dan
bangunan. NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan keluaran dari
tahap ini.

NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam
menghitug PBB terutang.
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IATPIRA,I{ IV PERATTIRAI| BI'PATI KOI|AWE SEL/\TAT
IIOUOR , Cq ].Auutt 2OL7
TArccAL I Oj- vl - 2otz
TEI{TAIIG : PEITEIAPAIT BESARIYYA IYIL,III JUAL O&,EK

PArAr( (nJOPl PArAr( BI,UI DAN BArrcIIrrAr{
PERr(OTAAT DArf PERDESAAIT (pBB-p:ll
XABI'PATEIT KOI|AWT AEI.ATAIT

PEMBAYARAI| PBB

A. GAUBARAN UMT'U

Prosedur pembayaran ini menjabarkan alternatif cara pembayaraa
PBB yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu melalui petugas
pemungut, tempat pembayaran yang ditunjuk seperti bank/ Kantor Kas
Daerah.

B. PIHAX TERXAJT

1. WA.JIB PAJAK

Wajib pajak merupakan pihak yang menyerahkan surat
pemberitahuan pajak terutang (SPPT), baik ke petugas pemungut, tempat
pembayaran yang ditunjuk, ataupun tempat pembayaran elektronik.

2. PETUGAS PEMUNGUT

Petugas pemungut PBB adalah petugas yang melakukan
pemungutan, memverifikasi dan mencocokan data WP lalu menyiapkan
STTS sebagai tanda bukti pelunasan kepada wajib pajak.

3. TEMPAT PEMBAYARAN PBB

Petugas ditempat pembayaran PBB merupakan pihak yang
melakukan pemungutan dan penerimaan akan memverilikasi dan
menandatangani SSPD, menlapkan daftar realisasi peneriman harian ,

menyetor PBB ke kas daerah dan membuat buku penerimaan dan
penyetoran, dapat pula dibayarkan langsung ke Bank/ Kantor Kas Daerah
yang ditunjuk oleh Bupati.



C. LANGKAII _ IIINGI(AII TEI(XIS

C.1 PEMBAYARAN PBB KE PETUGAS PEMUNGUT

LANGKAH I

Petugas pemungut melakukan verifikasi atas SPPT yang
diserahkan oleh wajib pajak serta mencocokan data pada SPPT dan
data di DHKP (lembar pertama). Setelah itu, petugas pemungut
menlapkan Surat Setoran Pajat Daerah (SSPD).
I-A.NGKAH 2

Petugas pemungut membuat daftar pembayaran PBB atas setiap
pembayaran PBB dari wajib pajak dan menyerahkan SSPD kepada
wajib pajak sebagai bukti atas pembayaran PBB kepada Petugas
pemungut.

I-A.NGKAH 3

Berdasarkan daftar pembayaran PBB dari tugas pemungut, tempat
pembayaran PBB melakukan verifikasi atas SSPD dan
menandatanganinya. Kemudian, tempat pembayaran PBB memberikan
Potongan SSPD kepada wajib pajak.

LANGKAH 4

Wajib pajak menerima potongan SSPD dari tempat pembayaran
PBB kemudian Petugas pemungut akan menyimpan sisa dari potongan
SSPD (bonggol) ini ke dalam arsip.

I.A,NGKAH 5

Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah
diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran
PBB.

Tempat pembayaran/ Petugas Pemungut PBB menyetorkan PBB
yang telah diterima dari Wajib Pajak ke kas bank yang ditunjuk. Slip
setoran lembar kedua akan diserahkan kepada bendahara penerimaan
dan yang ketiga akan disimpan ke dalam arsip ditempat pembayaran
PBB.

LANGKAH 6



Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku
penerimaan dan penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama
STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya di
dalam arsip.

C.2 PEMBAYARAN PBB KE TEMPAT PEMBAYARAN YANG DITUNJUK

LANGKAH 1

Tempat pembayaran yang ditunjuk melakukan verifikasi atas SPPT
yang diserahkan oleh wajib pajak, mencocokan data wajib pajak.,
kemudian menandatangani STTS (tiga lembar).lembar pertama STTS
diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB.

IANGKAH 2

Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah
diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran
PBB.

LANGKAH 3

Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan
ke kas bank. STTS lembar kedua akan diserahkan kepada bendahara
penerimaan dan yang ketiga akan disimpan ke dalam arsip TTS di
tempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat
pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak
dua lembar.

I,ANGKAH 4
Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku

penerimaan dan penyetoran kemudian menyerahkan lembar pertama
STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya di
dalam arsip.

LANGKAH 5

Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan
ke kas bank. STTS kedua al<an diserahkan kepada bendahara
penerimaan dan yang ke tiga akan disimpan ke dalam arsip STTS di
tempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat
pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran (STS) sebanya}
dua lembar.

LANGKAH 7



LANGKAH 6

Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran pada buku
penerimaan dan penyetoran kemudial menyerahkan lembar pertama
STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya
didalam arsip.
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LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAI\
NOMOR : 0E TAHUN 2017
TANGGAL ' o2,- \.4,- 2017
TENTANG : PENETAPAN BESAR}.TYA MLAI JUAL OBJEK PAJAK

(NJOP) PAJAK BUM DAN BANGTINAN PERKOTAAN DAN
PERDESAAN(PBB-P2) KABUPATEN KONAWE SELATAN

I. NJOP KECAMATAN LAI\DONO

NO NAMA KEL./DESA
NJOP BANGUNAN NJOP BUMI ATAU TANAII/IIARGA .,UAL (M)

PERMANt.:N
SEMI

PERMANEN
SEDERH

ANA
PEKARANG
AN sAwAu KEBUN

LAINN

I WATA BENUA 210.000 175.000 100.000 6.000 5.000 5.000

LANDONO II 250.000 100.000 5.000 5.000

3 KEL.LANDONO 210.000 160.N0 100.000 5.000

4 LAKOMEA 310.000 100.000 6.000 5.000 5.000

5 MORINI MULYA 150.000 t00.000 100.000 6.000 5.000 5.000

430.000 410.000 355.000 6.000 7.000 5.000

7 ENDANGA 205.000 350.000 225.000 4.500 3.000

8 AMOTOWO 305.000 205.000 100.000 6.000 3.000

9 ABENGCI 410.000 310.000 100.000

10. ARONGO 300.000 200.000 100.000 6.000 5.000

LALONGGAPU 150.000 100.000 5.000

WONUA SANGIA 450.000 3 50.000 225.N0 4.500 3.00012.

2. NJOP KECAMATAhILAEYA

NO NAMA KEL./DESA

NJOP BANGLTNAN (M') NJOP BUMI ATAU TANAH/HARCA JUAL (M)

PERMANEN
SEMI

PERMAN
EN

SEDERH
ANA

PEKARAN

GAN
PERSAWAH

AN
PERKEBU

NAN
T-AINNY

I
OMBU.OMBU
JAYA

450.000 300.000 150.000 4.500 4.500 3000

2
AEPODU

675.000 375.000 7.500 4.500
l-adant
3.150

2.
60.000

6.000

6.000

2r0.000

6.
TRIDARNA
MULYA

6.000 5.000 5.000

100.000 6.000 5.000

225.N0 3.750



AMBESEA 375.000 225.000 r 50.000 4.500 4.500 3.750

'l anah
kosong

ANDIJNA
Dusun I,ll,lll

450.000
Dusun IV

Dusun
I,II,II

300.000
Dusun IV
225.W

Dusun
I,U,III

225.000
Dusun IV
75.W

Du,sun

I,ll,tIl
7.500

Dusun IV
3.7 59

3.000 1.750

TOROBTII,I ] 750.000 .150.000 7.500 5.000
Trnah

Kosong
1.000

6. WONUA KONGCA 22s.000 200.000 6.000 3.750

7 PUUWULO 300.000 225.000 187.00 4.500 4.500 4.500
EmpoDg

4.500

ANGGOROBOTI 300.000 225.000 187.500 3.750 3.750 3.000

9 LAEYA 300.000 225.000 187.500 3.750 4.500 3.000

10. PTJNGGALUKU 450.000 300.000 150.000

Jl.Poros
30.000
Lorong
22.000

7.500 30.000 4.500,-

I t. AMBALODANGGE 450.000 225.W0 15.000 7.500 7.500

12. LEREPAKO 750.000 375.000 225.000 15.000 6.000 3.000

13. RAMBU-RAMBU 675.000 300.000 150.000 7.500 4.500 3.000

14. LAMBAKARA 225.N0 250.000 ,50.000 6.000 6.000
Tanah

Ko6ofig
2000

15. LABOKEO 375.000 300.000 150.000 4.500 4.500 4.500

16. AMBAKUMINA 350.000 375.W 225.N0 7.500 3.750 3.750

t dalg
3.750
Tanah

Kosong
3.000

t't . LAMONG JAYA 450.000 300.000 150.000 4.500 4.500 4.500

3. NJOP KECAMATAN WOLASI

NO NAMA KEL./DESA

NJOP BANGT-INAN (M) NJOP BUMI ATAU TANAH/I{ARGA ruAL (M')

PERMAN
EN

SEMI
PERMANE

N

SEDERH
ANAN

PEKARAN
GAN

PERSAWAH
AN

PERKEBUN
AN

LAINN
YA

I MATA WOLASI 450. t00 200. t00 5.t00 3. r00

2 AOMA 280.000 240.000 180.000 5.500 5.000

4.

5. 300.000

300.000

8.

22s.W0

7.500

300.100



3 AMOITO JAYA 400.000 250.00,0 3.500

4. AIJNUPE 450.000 225.000 t25.000 3.500 3.000

RANOWILA 350.000 250.000 5.000 3.500 3.000

6. WOLASI 460.000 300.000 r0.000 6.000

7 LELEKAA 500. | 00 300.100 200.100 5. r00 2.lN

4. NJOP KECAMATAN BENUA

N
o

NAMA
KEL./DESA

NJOP BANGUNAN (M') NJOP BTJMI ATAU TANAH/HARGA ruAL (M')

PERMAN
EN

SEMI
PERMAN

EN

SEDERHA
NA

/DARURA
T

PEKARANG
AN

PERSAWAH
AN

PERKEBT]N
AN

LAINN
YA

l.
HORODOPI

500.000 300.000 2s0.000 4.000 5.000 3.000

2 BENUA 500.000 300.000 250.000 4.000 5000 3000

BENUA UTAMA 500.000 300.000 4.000 5.000

PUOSU 500.000 300.000 2s0.000 4.000 3.000

5 LAMARA 700.000 400.000 5.000 5.000 3.000

6. TETEHAKA 500.000 300.000 2s0.m0 4.000 5.000 3000

'1 AWALO 500.000 300.000 4.000 5.000 3.000

8. KOSAMBI 500.000 300.000 2s0.000 4.000 5.000 3.000

9 PUUWEHUKO 300.000 4.000 5.000 3.000

l0 PAUUWEwlJ 500.000 300.000 250.000 4.000 5.000 3.000

ll UELAWA 500.000 300.000 250.000 4.000 5.000 3.000

"t2
PUL'NGGAWI.JKA
WIJ

500.000 250.000 4.000 5.000

l3
DS.PERSIAPAN
TAPIJNDOI

500.000 300.000 250.000
4.000

5.000
3.000

DS.PERSIAPAN
WAWORAHA

500.000 300.000 250.000 4.000 3.000

3 50.000 6.000

5.500

5. 200.000

500.000

3. 250.000 3.000

4. 5.000

250.000

250.000

500.000 250.000

300.000 3.000

t4 5.000



r5 DS.PERSIAPAN
WAWONDIKU

500.000 300.000 250.m0 4.000 5.000 3.000

5. NJOP KECAMATAI{ ANGATA

NO
NAMA

KEL./DESA

NJOP BANGUNAN (M') NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M')

PERMAN
EN

SEMI
PERMANE

N

SEDERHA
NA

/DARURAT

PEKARANC
AN

PERSAWAH
AN

PERKEBL,IN
AN

LAIN}.iY
A

I BOLOSO 500.000 3 50.000 200.000 5.000 5.000 7.500 2.000

? KOSEBO 500.000 350.000 200.000 5.000 5.000 7.500 2.000

3 MATABONDU 500.000 350.000 200.000 5.000 5.000 2.000

4 PUULIPU s00.000 350.000 200.000 5.000 5.000 7.s00 2.000

5 LAMOERI 500.000 3s0_000 200.000 5.000 7.500 2.000

6. AOPA 500.000 350.000 5.000 5.000 7.500 2.000

7 PL]UROE 5.000 5.000 2.000

8 PUDAMBU 500.000 350.000 200.000 5.000 5.000 7.500 2.000

9 PUTINGGONI 500.000 350.000 200.000 5.000 5.000 7.500 2.000

10. PEWlJTAA 500.000 350.000 200.000 5.000 5.000 7.500 2.000

lt. LANGGEA
TNDAH

500.000 350.000 200.000 5.000 5.000 7.500 2.000

12. I,AMOOSO 200.000 5.000 5.000 7.500 2.000

13. SIMBANGU 900.000 500.000 200.000 5.000
5.000

7.500 2.000

t4. TETEASA 500.000 200.000 5.000 5 000 7.500 2.000

l5 SANDEY 500.000 350.000 200.000 5.000 5.000 7.500 2.000

MO'I'AHA 900.000 500.000 200.000 ,\.000 5.000 2.000

17. LAMOEN 500.000 350.000 5.000 5.000 7.500 2.000

t8.
PUUSANGGU
LA

500.000 350.000 200.000 5.000 s.000 7.500 2.000

7.500

5.000

200.000

500_000 350.000 200.000 7.5W

500.000 3 50.000

3s0.000

16. 7.500

200.000



19.
SANDARSI
JAYA 500.000 350.000 200.000 5.000 5.000 7.500 2.000

MATAIWOI 500.000 350.000 200.000 5.000 5.000 7.500 2.000

21. 500.000 350.000 200.000 5.000 5.000 7.500 2.000

22 ANGATA 500.000 350.000 200.000 5.000 5.000 7.500 2.000

23. PUAO 500.000 350.000 200.000 5.000 7.500 2.000

24 MOKOAU 500.000 350.000 200.000 7.500 2.000

6. NJOP KECAMATAN MORAMO

NO
NAMA

KELJDESA

NJOP BANGUNAN (M) NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M)

PERMANEN SEMI
PERMANEN

SEDERHA
NA

/DARURAT

PEKARANG
AN

PERSAWA
HAN

PERKEBI.]N
AN

LAIN
NYA

I AMOHOLA 405.000 205.000 l5 5.000 3.000

2. SELABANGGA 505.000 405.000 205.000 l l .000 4.000 4.000

WAWONDENG
GI 350.000 250.000 150.000 10.000 5.000 5.000

4 TAMBOSUPA 300.000 200.000 75.000 t0 000 5.000 2.000

400.000 50.000 5.000 3.000 | .000

6
RANOOHA
RAYA 300.000 150.000 t00.000 10.000 s.000 5.000

'1 MARGA CINTA 750.000 10.000 15.000 5.000

BAKUTARU 150.000 100.000 50.000 2.000 2.000

LAKOMEA 300.000 100.000 10.000 7.000 6.000

10. I-ANDIPO 1s0.000 35.000 15.000 15.000 5.000 4.000

11. LAPUKO 500.000 200.000 75.000 10.000 s.000 5.000

12.
LAMBOO 200.000 r 00.000 3.000 3.000

t3. PUDARIA .IAYA 500.000 300.000 50.000 6.000 3.000

.20.

LANDABARO

5.000

5.000 5.000

3.500 4.000

5. MORAMO 200.000

37s.000 120.000

8. 3.000

9. 200.000

300.000 5.000



14. 300.000 200.00,0 r00.000 4.000 3.000

- 15. SUMBER SARI 400.000 300.000 6.000 s.000

16. WONUA JAYA 400.000 3.000 100.000 6.000 3.000 2.00t)

17. BISIKORT 600.000 350.000 250.000 5.000 2.500 2.500

ULUSENA 400.000 200.000 75.000 5.000 3.000

19.
PONAMBEA
BARATA 400.000 100.000 75.000 7.500 3.000

20
WAWOSIJNG-
GU

400.000 100.000 75.000 7.500 3.000

7. NJOP KI,CAMATAN ANDOOLO

NO
NAMA

KEL./DESA

NJOP BANGUNAN (M) NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M')

PERMANEN
SEMI

PERMANEN

SEDERHA
NA

/DARURAT

PEKARANG
AN

PERSAWA
HAN

PERKEBTJN
AN

LAIN
NYA

I BUMI RAYA 330.000 220.000 I 10.000 6.750 2.700 2.430 1.350

ALENGGE
ACTJNG

330.000 225.000 75.000 3.300 2.750 3.850

3 PUUNGGAPU 330_000 330.000 I r 0.000 4.500 3.000 1.500

4
LALONGGOMB
U

l 10.000 101.250 75.000 3.7 50 3.000 3.000 1.500

5 ATAKU 220.N0 165.000 r 10.000 2.700 2.700

6 KEL.POTORO 495.000 330.000 I 10.000 67.500 7.500 3.500

'7 KEL.ALANGGA I .200_000 750_000 450.000 5.250 3.500

LALOBAO
2?5.000 209.000 4.500 4.500 3.000 2.250

9 ANDOOLO l10.000 82.500 55.000 7.500 3.000 2.250

.10. wlJNDUWATU 330.000 220.000 I 10.000 6.750 2.700 2.740 2.250

WATUPORAM.
BAA

r00.000 2.000

lE.

2.

I .200

8.100

5.250

E 5 50.000

3.000



8. NJOP KECAMATAN BAITO

NO NAMA
KEL./DESA

NJOP BANGUNAN NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (Ha)

SEMI
PERMANEN

SEDERHA
NA

/DARURAT

PEKARANG
AN

PERSAWA
HAN

PERKEBTJNA
N

LAIN
NYA

l. AMASARA
300.000 187.500 5.250 t.500 2.550

2
WONUA RAYA

300.000 150.000

Sederhana &
sangat

sederiana
60.000

Poros
7.500

Lorong
5.000

3.000 2;150

3 SAMBAHULE 450.000 | 87.500 5.250 1.500 2.550

4 BAITO 450.000 225.000 5.250 1.500 2.550

5 MATABUBU 525.000 300.000 t87.500 4.500 2.250

6. TOLIHE 525.000 300.000 t87.500 3.000 3.7 50 2.250

525.000 300.000 I E7.500 4.500 4.500 3.750

AHUANGGULU
RI

200.000 75.0N

Poros
7.500

Lorong
6.750

2.700 r.950

9. NJOP KECAMATAN TINANGGEA

NO
NAMA

KEL./DESA

NJOP BANGUNAN (M) NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M')

PERMANEN
SEMI

PERMANEN

SEDERHA
NA

/DARURAT

PEKARANG
AN

PERSAWA
HAN

PERKEBUNA
N

LAIN
NYA

I LAPOA 800.000 320.000 160.000 4.000 4.000 4.000

TELUTU JAYA 800.000 t60.000 4.000 5.600 4.000 4.000

3
BOMBA.
BOMBA

800.000 4.000 5.600 4.000
4_000

4. PANGGOOSI 320.000 160.000 4.000 5.600 4.000

5 MATANDAHI 800.000 320.000 160.000 4.000 5.600 4.000 4.000

6. MOOLO TNDAH 800.000 320.000 160.000 4.000 5.600 4.000

7 WATUMELEWE 800.000 320.000 r60.000 5.600 4.000 4.000

LASUAI 800.000 320.000 160.000 4.000 5.600 4.000 4.000

9 I-APt]LTJ 800.000 320.000 160.000 4.000 5.600 4.000 4.000

PERMANEN

525.000

525.000

525.000

3.000

7. MEKAR JAYA

8. 300.000

5.600

2. 320.000

320.000 r60.000

E00.000 4.000

4.000

4.000

6.



10. TATANGGE 800.000 t50 000 4,000 5.600 4.000 4.000

LANOWULU 800.000 320.000 160.000 4.000 5.600 4.000 4.000

12. RORAYA 800.000 320.000 160.000 4.000 5.600 4.000 4.000

ASINCI 320.000 160.000 4.000 5.600 4.000 4.000

t4. WADONGGO E00.000 320.000 160.000 4.000 5.600 4_000 4.000

t5 MATAMBAWI 800.000 320.000 160.000 4.000

16. AKUNI 800.000 320.000 160.000 4.000 5.600 4.000 4.000

17. TINANCCEA E00.000 320.000 r60.000 4.000 5.600 4.000 4.000

18. NCAPAAHA 800.000 r60.000 4.000 5.600 4.000 4.000

19. LALONGGA-SU 800.000 320.000 r60.000 5.600 4.000 4_000

20. LALOWATU 800.000 320.000 r60.000 4.000 4.000 4.000

2t. PALOTAWO 640.000 160.000 4.000 5.600 4.000 4.000

22
800.000 320.000 5.600 4.000

4.000

23 TOROKEKU 800.000 120.000 160.000

24. BUNGIN
PERMAI

800.000 320.000

10. NJOP KECAMATAN LAINEA

NO
NAMA

KEL./DESA

NJOP BANGTINAN (M) NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA ruAL (M)

PERMANEN
SEMI

PERMANEN

SEDERHA
NA

/DARURAT

PEKARANC
AN

PERSAWA
HAN

PERKEBI.]N
AN

LAIN
NYA

I 300.000 r 50.000 45.000 4.500 4.500 7500

2 POLEWALI 262.N0 75.0(n 4.500 4.500 3.000

3
LALONGGOM
BU

150.000 75.000 3.7 50 L500

4 AOREO 300.(xx) r 50.000 75.000 4.500 3.m0

320.000

.lt.

13.

800.000

5.600 4.000 4.000

320.000

4.000

5.600

280.r60

WUNDUM.
BOLO

160.000 4.000

160.000

PAMANDATI

150.000

30.000



MATABIIBT,I
JAYA

300.000 150.000 75.000 4.500 4.s00

MOLINESE 150.000 30.000 4.500 r.500

KAINDI 150.000 75.000 4.500 3.000 4.500

WAl'UMEE'I'O 300.000 75.000 4.500 4.500 4.500

9
PANGAN
JAYA 300.000 150.000 75.000 4.500 4.500 3.000

10. LAINEA 100.000 r50.000 75.000 4.500 4.500 4.500

lt. BANGIJN
JAYA 225.000 7s.000 3.000 3.000 4.500

tz. KALO-KALO 262.500 225.00 75.000 4.500 3.000

II. NJOP KECAMATAN PALANGGA SELATAN

NO NAMA KEI-./t)ESA

NJOP BANGTJNAN NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (Ha)

PERMANE
N

SEMI
PERMANEN

SEDERHA
NA

/DARURAT

PEKARAN
OAN

PERSAWA
HAN

PERKEBLTN
AN

LATNNY
A

l. MONDOE
300.000 270.000 225.W0 ?.500 6.000 4.500

EMPANG
6 750

INDUSTR]
15.000

2 PARASI 270.000 225.O00 7.500 6.000

EMPANG
6.750

TNDUSTRI
15.m0

3 WATUMBOHOTI 300.000 270.000 225.N0 7.500 6.000 4.500

EMPANG
6.750

INDUSTRJ
t 5.000

AMONDO 300.000 270.000 225.000 7.500 6.000 4.500

EMPANC
6.750

TNDUSTRI
15.000

5 KOENO 300.000 270.000 225.000 7.500 6.000 4.500

EMPANC
6.750

INDTJSTRI
15.000

6 ULU LAKARA
300.000 270.000 225.N0 7.500 4_500

EMPANC
6.750

INDUSTRI
15.000

LALOWAU 270.000 225.000 7.500 6.000 4.500

EMPANG
6.750

INDUSTRI
r s.000

8 I,AKARA 270.000 225.000 ?.500 6.000

EMPANC
6.750

INDUSTRI
15.m0

WAWOWONUA 300.000 270.000 7-500 4.500

Empang
6;150

lndustri
r 5.000

10. WATURAPA 300.000 270.000 7.500 6.000 4.500

Industri
6.7 50

tndustri
15.000

5. 3.750 3.000

6. 75.000

7. 300.000

8. 150.000

195.000 4.500

300.000 4.500

4.

6.000

1. 300.000

300.000 4.500

9. 225.000 6.000

22s.000



.12. NJOP Kf,CAMATAN PALANGGA

13. NJOP Kf,CAMATAN BUKE

NO NAMA KEL./DESA

NJOP BANGTJNAN (M') NJOP BUMI ATAU TANAH/IJARGA JUAL (M')

PERMAN
EN

SEMI
PERMANEN

SEDERTIA
NA

iDARURA
T

PEKARANG
AN

PERSAWA
HAN

PERKEBU
NAN

LAINN
YA

I WAWOURU 187.500 93.750 93.750 6.250 3.750 3.125 62s

2. ANGGONDARA 125.000 62.500 3t.250 6.250

J KIAEA r 87.500 r 25.000 93.750 3.'150 3.1s0 2.500

4. AOSOLE 62.sUJ 3r.250 7.500 3.750 3.125

5 EEWA r 87.500 106.250 75.000 2.500

6
MEKAR SARI 250.000 t 87.500 r 25.000 6.250 3.7s0 2.500

7 WAWONGGURA 187.500 125.000 6.250 3.750

8 WAWORAHA 3 75.000 3r2.500 187.500 9.37 5 5.000 3.t25

KAPU JAYA 3?5.000 250.000 125.000 E.750 2.500

r0. WATUDEMBA t87.500 r25.000 93.?50 3.7 50 2.500

I t. ONEMBUTE 125.000 93.750 62.s00 6.250 3.t25 2.500

WATUMEREMBE 187.500 125.000 62jln 7.500 2.500

13. SANGI-SANGI 3s0.000 200.000 125.000 5.000 5.000

14. ALAKAYA t25.000 100.000 187.500 3.7s0 3.7 50 2.500

15. KEL. PALANGGA 875.000 312.500 8.750 3.750 1.250

NO
NAMA

KEL./DESA

NJOP BANGUNAN (M) NJOP BUMI ATAU TANAII,/HARGA ruAL @)
PERMAN

EN
SEMI

PERMANEN

SEDERHA
NA

/DARURAT

PEKARANG
AN

PERSAWA
IIAN

PERKEBUN
AN

LATNNY

I BUKE 600.000 225.000 75.0m 3.750 9.000 3.750

2. PELANDIA 225.000 75.000 3.750 9.000

6.250 6.2s0

125.000

7.500

250.000

9.

12.

2.500

62jW

600.000 3;750



3
PUUDARIA JAYA

600.000 225.W0 75.000 3.750 3.750

4 RAHAMENDA 600.000 225.000 75.000 3.750 9.000 3.750

RANCr)HO
LESTARI 225.000 75.000 3.750 9.000 3.750

6. ADAYU INDAH 202.500 67.500 8.100 3.37 5

7 TETENGCOLASA 600.000 225.500 75.000 3.37s 9.000 3.750

8
ASEMBU
MULYA 600.000 225.000 75.000 9.000 3.750

9 AWALO 700.000 262.500 87.500 4.375 10.500 4.37 5

10. ADAKA JAYA 400.000 225.N0 75.000 3.750 9.000 3.7 50

ll. ANGGOKOTI 600.000 225.000 75.000 3.750 9.000

8. r00 3.3'15

13. s40.000 202.s00 67.500 6.750 8.100 3.37 5

TIRTAMARTANI 300.000 150.000 7.500 9.000 3.750

r5. SILEA JAYA 787 .500 r 75.000 8.750 10.500 4.37 5

l6 ANDOOLO
UTAMA

875.000 437.500 262.500 8.750 10.500 4.37 5

NO
NAMA

KEL./DESA

NJOP BANGLINAN NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (Ha)

PERMAN
EN

SEMI
PERMANEN

SEDERHA
NA

/DARURAT

PEKARANG
AN

PERSAWA
HAN

PERKEBLIN
AN

LAIN.
NYA

I PUASANA 700.000 300.000 6.000 6.000 6.000 6.000

I LALOWARU 700.000 300.000 6.000 6.000 6.000

3 TANJUNG TIRAM 700.000 6.000 6.000 6.000 6.000

4 WAWATU 700.000 300.000 6.000 6_000 6.000 6.000

5 SANGGULA
700.000 300.000 6.000 6.000 6.000 6.000

9.000

5. 600.000

540.000 3.37 5

3.7s0

3.'150

12. WULELE JAYA 540.000 202.500 67.500

WONUA MAROA

t4. 675.000

350.000

14. NJOPKECAMATAN MORAMO UTARA

6.000

300.000



6. MEKAR JAYA
700.000 300.00{J 6.000 6.000 6.000 6.000

LOMBTJEA 700.000 300.000 6.000 6.000 6.000 6.000

LAMOKULA 700.ff)o 300.000 6.000 6.000 6.000 6.000

9 MATA WAWATU 700.000 300.000 6.000 6.000 6.000

10. MATA
LAMOKULA 700.000 300.000 6.000 6.000 6.000 6.000

15. NJOP KECAMATAN KOLONO

NO
NAMA

KEL./DESA

NJOP BANGUNAN (M) NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA ruAL (M')

PERMANEN
SEMI

PERMANEN

SEDERHA
NA

/DARURAT

PEKARANG
AN

PERSAWA
HAN

PERKEBIJN
AN

LAIN.
NYA

I PUUPI 3 t0.000 100.000 2.500 2.500 2.500 20.000

TIRAOSU 62s.000 310.000 100.000 2.500 2.500 2.500
?0.0006

3 ALOSO 625.000 310.000 100.000 2.500 2.500 2.500 20.000

WAWORANO 625.000 310.000 100.000 2.500 2.500 2.500 20.000

5 MATANDAHI 625.000 310.000 r 00_000 2.500 2.500 2.500 20.000

6. MATAIWOI 625.000 310.000 100.000 2.500 2.500 2.500 20.000

'l ANINDETE 625.000 310.000 100.000 2.500 2.500 20.000

E. WAWOOSU 625.000 3 t 0_000 100.000 2.500 2.500 2.500 20.000

9 LANGGOWALA 625.000 310.000 100.000 2.500 2.500 2.5W 20.000

10. SAWAH 625.000 3 t0.000 100.000 2.500 2.500 2.500 20.000

ll. SILEA 625.000 100.000 2.500 2.500 2.500 20.000

t2.
KEL.KOLONO 625.000 3 10.000 100.000 2.500 2.500 2.500 20.000

t3. PT,lT-lDONCI 625,UN 3 t 0.000 100.000 2.s00 2.500

7.

8.

6.000

625.000

2.

4.

2.500

310.o00

2.500 20.oo0



14.

MONDOE JAYA

625.000 310.000 r00.000 2.500 2.500 2.500 20.000

l5_
AWUNIO 625.000 3 t0.000 100.000 2.500 2.500

16.
LAMOTAU 625.000 310.000 100.000 2.500 2.500 2.500 20.000

17. ULUSENA JAYA 625.000 310.000 100.000 2.500 2.500 2.500 20.000

18. MELETUMBO 625.000 3 t0.00 100.000 2.500 2.500 2.500 20.000

l9 RODA 62s.000 310.000 100.000 2.500 2.s00 2.500 20.000

20 SARANDUA 625.000 310.000 100.000 2.500 2.500 2.500 20.000

2t. LAMAPI 625.000 310.000 100.000 2.500 2.500 2.500
20.000

16. NJOP KECAMATAII BASALA

NO
NAMA

KEL./DESA

NJOP BANGUNAN (M') NJOP BUMI ATAU TANAH/IJARGA ruAL (M)

PERMAN
EN

SEMI
PERMANEN

SEDER.
HANA

/DARURAT

PEKARA-
NGAN

PERSA-
WAIIAN

PERKE-
BUNAN

LAIN
}.IYA

I LAMBANDIA 900.000 500.000 250.000 3.7 50 3.7 50 2;150

? BASALA 900.000 500.000 250.000 3.750 3.000

) TEPOROMBUA 900.000 500.000 250.000 3.750 3.750 3.000

EPEESI 500.000 250.000 3.750 3.750 3.000

5 POLO POLOLI

IWOIMENDORO

900.000

900.000

500.000

500.000

250.000

250.N0

3.750

3.'t 50 3.750

3.000

6

7 TOMBEKUKU 500.000 250.000 3.750 3.750 3.000

8 LIPU MASAGENA 900.000 500.000 250.000 3.750 3.750 3.000

9 LERE 900.000 500.000 250.000 3.000

2.500 20.000

4. 900.000

3.000

900.000

3.7s0 3.750



17. NJOP KECAMATAN KONDA

NAMA
KEL./DESA

NJOP BANGT]NAN (M) NJOP BUMI ATAU TANATYHARGA ruAL
PERMAN

EN
SEMI

PERMANEN

SEDERHA
NA

/DARIJRAT

PEKARANG
AN

PERSAWA
HAN

PERKEBTTN
AN

LAIN
NYA

I KEL KONDA 195.000 130.000 97.500 12.000 7500

2. LALOWIU 300.000 150.000 100.000 22.500 10.000 7.500

3 KONDA SATU 250.000 120 000 80 000 12.000 6.000 8.000

4 LAMOMEA 2 r 0.000 100 000 80.000 12.000 5.000 4.000

5 MOROME 180.000 150.000 50.000 15.000 6.000 6.000

6 ALEBO 175.000 r 05 000 65.000 4.500

7 LEBO JAYA 250.000 150.000 80.000 5 000

8 LAMBUSA 202.000 t02.000 I 1.000 5.000

POMBULAA
JAYA

250.000 200 000 150.000 7.500 6.500 7.500

l0 AT,IBOLOLT 130.000 120.000 100.000 l0.000 5.000

t1 TANEA r 50 000 130.000 105.000 6.000 5.000

t2 MASAGENA 302.000 252.000 t27 .000 12.000

l3 CIALAM JAYA 225.000 100.000 50.000 7.500 2.500 2.500

t4 LAWOILA 226.000 l0l.000 51.000 85 000 45.000

l5 WONUA 100.000
3.000

l6 AMOHOLA 50 000 2.500 2.000

l'l PUOSU JAYA 220.000 85.000 50.000 r 5.000 5.000 5.000

a

NO

8.000

10.000 5.000

152.000 6.000

4.500

50.000 10.000



18. NJOP KECAMATAN RANOMEETO

NO NAMA KEL./DESA

NJOP BANGUNAN NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (Ha)

PERMANEN
SEMI

PERMA
NEN

SEDERHA
NA

/DARURAT

PEKARAN
GAN

PERSAW
AHAN

PERKEBTJN
AN

LAIN-
NYA

I RANOMEETO

BTN

810.m0

RASIDANCE

1.2r0.000

Perumahan

3 10.000

210.000 I 10.000

50.000

BTN.

170.000

35.000 30_000 15.000

2 LANGGEA 30s.000 205.000 105.000 35.000 22.O00 7.000

3 KOTA BANGUN

BTN

810.00{

RASIDANCE

l.210.000

Perumahan

325.000

220.000 l 10.000 3 s.000 25.000 10.000

4 LAIKAAHA

BTN

8 r 0.000

RASIDANCE

1.210.000

Perumahan

3 10.000

220.000 I 10.000
40.000

BTN

l70.mo

20.000 22.000 10.000

5 RANOOHA

BTN

801.000

Rasidance

1.201.000

Perumahan

301.000

201 .000 r0 r .000

3 r.000

BTN

151.000

16.000 2 r .000 6.000

6 ONEWILA

BTN

810.000

Perumahan

350.000

r 50.000

32.000

BTN

152.000

17.000 22.000 4.000

7
AMBAIPUA 305.000 205.000 105.000

35.000 25.000
15.000

8 AMOITO 220.000 210.000 70_000 40.000 7.000 t0.000 t5000

9 AMOITO SIAMA 210.000 I 10.000 60.000 6.000 20.000 3.000

10. RAMBU-RAMBU

JAYA

250.000 120.000 55.000
25.000

7.000 3.000

250.000

25.000



ll. 250.000 150.000 100.000 15.000 3.000

12. BORO.BORO R 20s.000 105.000 55.000 22.0N 7.000 3.000

19. NJOP KECAMATAI\ RANOMEETO BARAT

20. NJOP KECAMATAN LALEMBUU

NO NAMA
KEL./DESA

NJOP BANGUNAN (M) NJOP BUMI ATAU TANA}IJIIIARGA JUAL (M)

PERMAN
EN

SEMI
PERMAN

EN

SEDERHANA
/DARURAT

PEKARA
NGAN

PERSAWAH
AN

PERKEBU
NAN

LAIN-
NYA

I LAMEUURU 300.000 250.000 150.000 5.000 2.500

JATI BALI 400.000 150.000 8.000 3.000 2.000

3
SINDANG-
KASIH

400.000 250.000 250.000 8.000 2..500 2.000

4 ABEKO 300.000 200.000 70.000 5.500 2.500

5 BORO-BORO L 100.000 7.500 3.000

6 AMOKUNI 250.000 100.000 3.000 5.000

7 TUNDUNO 400.000
250.000

150.000 7.000 5.000

8
LAIKAN-
DONGA

300.000
250.000

150.000 3.000

9 OPAASI 400_000 250.000 150.000 6.000 5.000

NAMA
KEL./DESA

NJOP BANGTJNAN (M) NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M)

PERMA
NEN

SEMI
PERMANEN

SEDERHA
NA

/DARURA
T

PEKARANG
AN

PERSAWAH
AN

PERKEBUN
AN

LAIN-
NYA

I ATARI JAYA 525.000 300.000 150.000 3.750 3.250 3.250

525.000 300.000 3.750 5.250 3.250 3.250

3 525.000 t 50.000 3.?50 5.250 3.250 3.250

I,AI,EMI]I]II 525.000 300.000 150.000 5.250 3.000 3.000

DTJDTJRIA 25.000

r

2.000

2. 250.000

300.000 2000.000

150.000 5000

2.500

NO

5.250

2. ATARI INDAH
150.000

KAPUWILA 300.000

4. 3.750



JAYA

5
LALOUE
SAMBA 300.000 150.000 3.750 5.250 3.250 3.250

6 LAMBANDIA 525.000 300.000 r 50.000 3.750 5.250 3.250 3.250

LAMBODI JAYA 525.000 300.000 r 50.000 3.750 5.250 3.250 3.250

MERONGA
RAYA 300.000 150.000 3.750 5.250 3.2s0 3.250

9 MOKUPA JAYA 525.000 300.000 I50.000 3.7 50 5.250 3.250 3.250

lt MONDOKE 525.000 150.000 3.750 5.2s0 3.250 3.2s0

12. POTUHO JAYA 300.000 150.000 3.750 5.250 3.250 3.250

13.
PUT'NANGGA 525.000 300.000 I s0.000 3.750 5.250 3.250 3.250

t4
PUUREMA
SI.]BUR

525.000 I50.000 3.750 5.250 3.2s0 3.2s0

15. SUKAMUKTI 525.000 300.000 r 50.000 3.750 5.250 3.2s0 3.250

16. SUMBER JAYA 525.000 150.000 3.750 5.250 3.250 3.250

TETEINEA JAYA 525.000 3.750 5.250 3.250

18. TOMBELEU 525.000 300.000 150.000 3.750 5.250 3.250 3.250

19. PADALEU 525.00 300.000 150.000 3.250 3.250

2I. NJOP KECA-EIATAIY LAONTI

NO NAMA KEI,./DESA

NJOP BANGLNAN (M') NJOP BUMI ATAU TANATVHARCA JUAL (M)

PERMANEN
SEMI

PERMANE
N

SEDERTIANA
/DARURAT

PEKARANG
AN

KEBIJN TAMBAK

I
PUUNDIRA
NGGA

130.000 120.000 100.000 3.500

2. WORU-WORU 130.000 I t0.000 85.000 2.500 2.500

3 MALNRINGGI r 15.000 100.000 2.000 2.000

4 LABUAN BEROPA 140.000 100.000 80.000 2.500 2.500

525.000

7.

8 52s.000

300.000

525.000

300.000

300.000

t't. 300.000 150.000 3.250

3.375 5.250

LAIN.
NYA

3.000

70.000



5 TTJE-TUE 55.000 2.000 | .500

6. ULUSAWA 155.000 85.000 3.000

7 NAMU 100.000 5s.000 2.000 2.000

8
TAMBEANGA I20.000 95.000 75.000 3.000 2.500

9 KONDONO l15.000 95.fiX) 2.000

10. SANGI-SANGI r45.000 120.000 90.000 3.500 3.000

I l. LAONTI 135.000 95.000 2.500 2.000

12. RUMBI-RUMBIA 120.000 100.000 65.000 r.500 1.500

13. PEOINDAH r 30.000 100.000 2.000 2.250

14. I t0.000 90.000 65.000 2.500 L500

15. CEMPEDAK I t0.000 87.000 7s.000 2.500 2.000

-16. LABOTAONE r20.000 90.000 75.000 3.500 3.000

17. WANDAEHA t05.000 75.000 50.000 2.000 1.500 t.750

18. LAWISATA 120.000 100.000 75.000 3.000 2.500

19. TAMBOLOSU 135.000 130.000 75.000 3.000 2-000

22. NJOP KECAIVIATAI{ MOWILA

NO
NAMA

KEL./DESA

NJOP BANGUNAN (M2) NJOP BTJMI ATAU TANAH/IIARGA ruAL
(M2)

PERMAN
EN

SEMI
PERMANEN

SEDERHANA
/DARURAT

PEKARAN
GAN

PERSA
WAHAN

PERKEB
TINAN

LAINNYA

I MOWILA 525.000 350.000 87.500 7.000 3.500

MATAIWOI r 75.000 E7.500 43.750 7.000 3.500 4.3'15

TOLTJWONUA
t 75.000 87.000 7.000 3.500

4 WUURA 175.000 87.500 7.000 3.500 4.375

5 WONUA
MONAPA

350.000 262.500 175.000 7.000 3.500 4.375

105.000 75.000

135.000 3.500

80.000

70.000 2.500

50.000

75.000 2.500

BATU JAYA

4.37 5

2.

43.750 2.625

350.000



6 RAKAWUTA 300.000 225.000 75.000 4.000 3.000 5.000

7 LAMOLORI 262.5N 131.250 3.500 5.250 7.000

8 LAMEBARA 135.000 67.500 54.000 2.700 5.250

9
LALOSINGI 3 75.000 300.000 200.000

TETESINGI 300.000 225.W0 150.000 6.000 9.000 4.500

11. 450.000 300.000 150.000 4.500

12. MULYASARI 437.s00 350.000 175.000 8.750 8.7s0

13. WONUA SARI 300.000 225.N0 225.W0 6.000 7.500 4.500

't4. KONDOANO 450.000 E7.500 5.250 4.350 4.3'15

15. WONUA
KONGGA

270.000 135.000 24.s00 4.050 2.700 3.37 5

16. PUWEHUKO 225.000 200.000 105.000 2.000 3.000 2.750

t7. PTINGGULAHI 225.000 200.000 105.000 6.000 4.500 5.250

18 MONAPA 225.000 200.000 75.000 5.250 3.750 3.000

19. 450.000 300.ofi) 200.000
7

7.500 4.500 4.500

20 RANOAOPA 300.000 225.O00 200.000 9.000 6.000 6.000

23. NJOP KECAMATAN AI{DOOLO BARAT

NO
NAMA

KEL./DESA

NJOP BANGUNAN (M') NJOP BIJMI ATAU TANAH/HARGA ruAL (M')

PERMANEN
SEMI

PERMANEN

SEDERHA
NA

/DARURAT

PEKARANG
AN

PERSAWA
TIAN

PERKEBUN
AN

LAIN
NYA

I WAWOBENDE 250.000 187.500 125.000 6.250 1.E75

2. PUUNDOHO 3?5.000 250.000 t87.500 5.000 3.125 2.500 4.375

3 I,APOA INDAH 625.000 182.500 125.000 6.250 2.500 1.875 3.750

4 ANESE
250.000 I t7.500 4.000 6.000 2.000

70.000

7.500 6.000 6.000

10.

PUDAHOA 3.750

7.000

262.000

RANOMBAYASA

2.500

375.000



BEKENGGASU
INDAH 3375_000 250.000 125.000 3.',l50 5_000 2.500 1.250

6. WATUMOKALA 187.500 125.000 5.000 1.250 1.875

't PAPAWU 375.000 250.000 187.500 6.250 6.250 6.250 6.250

8
BIMA MAROA

375.000 312.500 187.500 6.2s0 2.500 1.875

9 MATA UPE 375.000 250.000 125.000 2.500 2.500

10. MATA IWOI 375.000 250.000 125.000 6.250 2.500 2.500 r.875

24. NJOP KECAMATAN SABULAKOA

NO
NAMA

KEL"/DESA

NJOP BANGUNAN (M) NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M')

PERMANEN
SEMI

PERMANEN

SEDERHA
NA

/DARURAT

PEKARANG
AN

PERSAWA
HAN

PERKEBIJN
AN

LAIN
tIYA

I WONUA KOA 450.000 350.000 100.000 5.000 4.500 4.500

2. WATU_WATU 450.000 350.000 100.000 5.000 4.500 4.500

3 SABT,ILAKOA 450.000 350.000 100.000 5.000 4.500 4.500

TETENGGABO 450.000 100.000 4.500 4.500

5 ASARIA 350.000 100.000 5.000 4.500 4.500

6 WAWOBENDE 450.000 350.000 100.000 5.000 4.500 4.500

7 TAI,I IMBINGA 450.000 350.000 100.000 5.000 4.500 4.500

ULU
SABULAKOA

450.000 3 50.000 100.000 5.000 4.500 4.500

9
KORONUA

450.000 350.000 100.000 4.500 4.500

. t0.
WONUA
MORINI

450.000 3 50.000 100.000 5.000 4.500 4.500

5.

65.500

2.500

6.250

4. 350.000 5.000

450.000

8.

5.000



25. NJOP KECAMATAN KOLONO TIMUR

NO
NAMA

KEL./DESA

NJOP BANGUNAN (M) NJOP BUMI ATAU TANAH/HARCA JUAL (M)

PERMANEN SEMI
PERMANEN

SEDERIIA
NA

/DARURAT

PEKARANG
AN

PERSAWA
HAN

PERKEBUN
AN

LAIN
}.IYA

I
RAMBU.
RAMBU

625_000 310.000 100.000 2.000 1.000

LAMBANCI 625.000 310.000 r 00.000 2.000 1.000

TUMBU_
TUMBUJAYA 625.000 3 r 0.000 100.000 2.,000 1.000

4 NGAPAWALI 625.000 3 10.0000 r00.000 2.000 1.000

5 BATI . PUTIH 62s.000 310.000 r 00.000 2.000 I .000

6.
RUMBA.
RUMBA 62s.000 310.000 100.000 2.000 I .000

7 AMPERA 625.(nO 310.000 t00.000 2.000 r.000

8. AMOLENGU 625.000 310.000 100.000 2.000 1.000

9
625.000 310.000 100.000 2.000 1.000

10. LANGGAPULU 310.000 100.000 2.000 r .000

RAF DI BUPATI KON WE SELATAN

H.SUR DIN DANGGA

INSTANSI
KOA

461
vA vPlgD

RAF

2

2.

3.

ULUNESE

625.000

$

1. KACAG HUKUM e
). \\


